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ABSTRAK 
 
DIAWAN CAHYAWAN, (B11111409) TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi 
Kasus Putusan No. 45/Pid.B/2014/PN.Blk), di bawah 
bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Haerana 
sebagai Pembimbing II  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
penerapan ketentuan pidana materiil tentang tidak pidana 
penadahan dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan pidana dalam perkara dengan nomor 
putusan : 45/Pid.B/2014/PN.Blk 
    
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bulukumba, 
khususnya pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan 
mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara 
dengan pihak yang terkait, dalam hal ini Hakim yang menangani 
perkara ini. Di samping itu penulis juga melakukan studi 
kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 
dibahas dalam skripsi ini. 
 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : (1) 
penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
penadahan dalam perkara putusan nomor: 
45/Pid.B/2014/PN.Blk. yang didasarkan pada fakta-fakta hukum 
dan barang-barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada 
pertimbangan yuridis, yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana 
dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu 
Pasal 480 ayat (1) KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan 
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama 
terdakwa ditahan sementara. (2) Pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan 
dalam perkara putusan nomor: 45/Pid.B/2014/PN.Blk. yakni 
dengan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta dalam 
persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, memperhatikan 
barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan, dan 
faktor-faktor yang berhubungan dengan hal tersebut, oleh 
karena tidak diperolehnya alasan penghapusan pidana yang 
membuat terdakwa lepas dari jerat hukum maka hakim yang 
memutus perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan dan memberatkan bagi terdakwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Negara 
hukum.Seperti yang termuat dalam penjelasan Pasal 1 angka (1) yang 
menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat)”. 1 
Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 
merupakan landasan konstitusional negara ini telah memuat bahwa tujuan 
negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi 
semua usaha dan pembangunan yang dilakukan negara ini harus 
mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Hal ini 
berarti bahwa Negara republik indonesia adalah Negara hukum 
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) 
serta menjamin persamaan setiap warga Negara di hadapan hukum. 
Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak 
boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memidana 
orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin 
akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi 
hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan Negara. 
                                                             
          
1
 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke tiga, Pasal 1 ayat 3. 
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Belakangan ini, telah terjadi banyak tindakpidana terhadap harta 
kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatianmasyarakat Indonesia 
diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan 
termasuk pula penadahan. 
Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu 2 
 
sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari 
berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, 
perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena 
kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang 
berdiri sendiri atausebagai suatu zelfstandig misdrijft, 
melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan 
kejahatan atau sebagai suatu medeplichtigheid dalam suatu 
kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat 
memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan. 
 
Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal 
yaitudikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil 
kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan 
dantermasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu 
kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.  
Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali 
berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang 
diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka 
penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan 
tersangka tersebut. 
 
                                                             
          
2
 Lamintang, 2009.Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 362. 
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Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh 
R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:3 
Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu 
sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 
ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang 
membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima 
sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, 
menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang 
patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.  
 
Perbuatan tersebut dibagi atas dua bagian, yang pertama yaitu 
membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai 
hadiah (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) sesuatu 
barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena 
kejahatan. Dan yang ke dua yaitu menjual, menukarkan, menggadaikan, 
membawa, menyimpan atau menyembunyikan, dengan maksud hendak 
mendapat untung, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut 
disangkanya diperoleh karena kejahatan. 
Unsur penting Pasal ini adalah tersangka atau terdakwa harus 
mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari 
kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu 
dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang 
palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat 
menyangka (mengira, menduga,  mencurigai.)  bahwa barang itu bukan 
barang “terang”/legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, 
                                                             
          
3
 R. Soesilo, 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm. 314.  
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akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara 
diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga 
normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam 
atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu 
memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll. 
Lalu apakah tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa 
terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (predicate crime), untuk 
dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, 
maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena 
bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana 
penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu 
berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus 
membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang 
sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan 
ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, 
tidak menjadi soal.Bisa saja penyidik lebih dahulu menemukan adanya 
tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu 
diperoleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak 
pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, 
digadaikan, atau ditukarkan.Yang penting bahwa sebelum menyidik tindak 
pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. 
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Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di 
Kabupaten Bulukumba masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan 
tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka 
cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaraan dan 
kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi 
untuk diabaikan. 
Adapun uraian kasus penadahan yang terjadi di Kabupaten 
Bulukumba  yang penulis angkat sebagai berikut: 
Putusan Kasus No. 45/Pid.B/2014/PN.Blk Pengadilan Negeri 
Bulukumba dengan Nama Terdakwa Zainuddin bin Samading telah 
terbukti melakukan tindak pidana penadahan dengan unsur “menukar 
sesuatu benda yang diketahui atau sepatututnya diduga bahwa diperoleh 
dari kejahatan.”  
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak 
Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 45/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Blk? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan  Pidana dalam 
Perkara Pidana Nomor 45/ Pid.B/ 2014/ PN.Blk ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana penadahan. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  
pidana. 
D. Kegunan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 
1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum pidana secara khusus yang dimana 
akan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni 
tindak pidana penadahan. 
2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih khususnya 
kepada penulis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Yuridis 
Tinjauan atau Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah 
data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau 
memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan 
untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 
permasalah. Tinjauan atau analisis merupakan usaha untuk 
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga 
hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.
4
 
Sedangkan Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, 
didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta 
memiliki efek terhadap pelanggarannya, Yuridis merupakan suatu 
kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan 
keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, 
etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.5 
Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai 
Tinjauan Yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah 
komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih 
dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah 
                                                             
          
4 http://media informasi ll.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html, pada 
tanggal 29 april 2015 pukul 23.50 
          
5
 Surayin, 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, hlm. 
10. 
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hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan 
permasalahannya.  
Kegiatan Analisis Yuridis adalah mengumpulkan hukum dan 
dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan 
sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuannya yaitu 
untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan 
yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah 
Penadahan. 
B. Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
          Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan 
dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan 
istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
          Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak 
pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah: 
a. Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; 
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal. 
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          Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, 
terdiri atas tiga kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing-masing 
memiliki arti:  
a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelnggaran dan 
perbuatan. 
          Seringkali tindak pidana di anonimkan dengan Delik yang 
berasal dari bahasa Latin Yakni kata Delictum. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) tercantum sebagai berikut: “Delik adalah 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana;“ 6 
          Berdasakan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) 
memuat beberapa unsur yakni :  
1. Suatu perbuatan manusia,  
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang,  
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawaban.  
          Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
                                                             
          
6 http://kbbi.web.delik, pada tanggal 17 maret 2015 pukul 23.50 
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hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga  tindak pidana haruslah diberikan arti yang 
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 
kehidupan masyarakat. 
          Pengertian tindak pidana, banyak dikemukan oleh para  
sarjana hukum, diantaranya: 
a) Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau 
yakni perbuatan pidana adalah:  
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana 
disertai   ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”  
b) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: 
Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, 
waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang 
bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang 
dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung 
jawab). 
 
c) Mr.R.Tresna, peristiwa pidana adalah: 
“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan  
11 
 
lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman.”7 
          Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam defenisi 
terkait tindak pidana yaitu : 8 
a) Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata 
hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggardan 
harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata 
hukuman menyelamatkan kesejahteraan umum.  
b) Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu 
peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung 
perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak 
berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa 
keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa. 
 
          Sedangkan menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi  bahwa 
tindak pidana tersebut mempunyai unsur yaitu: 9 
a) Subjek; 
b) Kesalahan; 
c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan; 
d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; dan  
e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).  
 
           Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban sesorang atas 
perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai 
perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas 
                                                             
          
7
 E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, hlm. 208-209. 
          
8
 Zainal Abidin, 2014.  HukumPidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.  
          
9
 Moeljatno, 2009. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56. 
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(principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada 
perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika 
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan 
yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu 
kejahatan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik 
Comissionis, delik Omisionis dan delik Comisionis per omisionis, 
antara lain;  
a. Delik Commissionis   
          Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya 
melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. 
b. Delik Omissionis  
          Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap perintah, yaitu berbuat sesuatu yang diperintah misalnya 
tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP. 
c. Delik Comissionis per Ommissionem Commissa 
          Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa 
pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan 
dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang 
membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 
KUHP). 
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2. Jenis-jenis Tindak Pidana  
          Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak 
pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku  
Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok 
kejahatan dan pelanggaran. 
          Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Kejahatan(Misdrijft) dan Pelanggaran(Overtreding). 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal 
ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak 
ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda,sedangkan kejahatan lebih didominasi 
dengan ancaman pidana penjara. 
Dalam  Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat 
pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. 
Untuk yang pertama biasa disebut dengan rechtdelicten dan 
untuk yang kedua disebut dengan wetsdelicten.  
Disebut dengan rechtdelicten atau tindak pidana hukum yang 
artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada 
dimuatnya dalam undang-undang (uu) melainkan dasarnya 
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telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam 
rumusan tindak pidana dalam uu. Walaupun sebelum dimuat 
dalam uu ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan 
hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, 
sebaliknya wetsdelicten sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu 
terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam uu. 
Sumber tercelanya wetsdelicten adalah uu. 10 
b. Delik formil dan Delik materiil. 
Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan 
rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 
pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan 
memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan 
semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian 
(Pasal 362) untuk selesainya pencurian bergantung pada 
selesainya perbuatan. 
Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada 
timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang 
                                                             
          
10
 Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 
122. 
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menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana.  
c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalai(Culpa).  
 Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang 
dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana 
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, 
misalnya Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 ( 
yang diketahui). 
Sedangkan tindak pidana Kelalaian adalah tindak pidana 
yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), 
kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana 
yang mengandung unsur culpa ini misalnya; Pasal 114, Pasal 
359, Pasal 360 dll. 
d. Tindak Pidana Aktif (Delik commisionis) dan Tindak Pidana 
Pasif. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. 
e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak 
Pidana Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten) 
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Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja disebut juga. Misalnya jika perbuatan itu 
selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. 
Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 
sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung 
terus yang disebut juga dengan.  
f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil 
(Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdapat dalam luar yang terdapat di 
luar kodifikasi tersebut. 
g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / 
peringannya (Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde 
Delicten). 
Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang 
menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 
3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (Pasal 363). 
Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena 
dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-
kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd 
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delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 
KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).  
h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap 
pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang 
berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana 
biasa yang dimaksudkan ini. 
Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk 
dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk 
terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata 
(Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) 
atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
yang berhak. 
3. Unsur-unsur Tindak Pidana  
          Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan 
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu 
tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana 
yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke 
dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 
objektif. 
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          Unsur–unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:  
a) Unsur Subjektif  
          Unsur subjektif adalah unsur yang bersalah dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “ tidak ada hukuman 
kalau tidak ada kesalahan” (does not make a person guilty unless 
the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea) 
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (inention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(schuld/culpa). 
          Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud dan Voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.  
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencankan terlebih dahulu atau voorbedachrte yang seperti 
yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 
340 KUHP; dan  
5) Perasaan takut yang diantara lain terdapat didalam rumusan 
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
           Sementara A.Fuad Usfa, dalam bukunya Pengantar Hukum 
Pidana mengemukakan bahwa: 
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           Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :11 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa); 
2) Maksud pada suatu perobaan (seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP)  
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya 
terdapat dalam tindak pidana pencurian. 
4) Merencakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat 
dalam Pasal 340 KUHP. 
b) Unsur Objektif  
           Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang 
terdiri atas : 
1)  Perbuatan manusia, berupa:  
a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;  
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (Result) perbuatan manusia  
Akibat tersebut membahayakan atau merusak,bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (Circumstances). 
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
                                                             
          
11
 Lamintang, 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 193-194. 
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a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;  
c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan perilaku dari hukum. 
C. Tindak Pidana Penadahan 
1. PengertianTindak Pidana Penadahan 
Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian 
atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- 
dan akhiran–an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja 
tadah yang menunjukan kejahatan itu atau subjek pelaku. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut: 12 
a) Tadah : barang untuk menampung sesuatu; 
b) Bertadah : memakai tadah (alas, lapik); 
c) Menadah : menampung atau menerima barang hasilcurian  
   (untuk menjualnya lagi); 
d) Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah; 
e) Tadahan : hasil atau pendapatan menadah; 
f) Penadah : orang yang menerima barang gelap atau  
 barang curian. 
 
Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada 
rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli 
hukum pidana.merekahanya menggolongkan tindak pidana 
penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta 
benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan 
bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. 
                                                             
          
12 http://kbbi.web.id/tadah, pada tanggal 7 maret 2015 pukul 10.35 
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Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 
KUHP: 13 
a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan 
memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara 
patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena 
kejahatan.  
b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda 
yang secara patutia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa 
benda tersebut diperoleh karena kejahatan.  
 
Penadahan dalam bahasa Belanda disebut 
Helingmerupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana 
yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah 
seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil 
kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula 
yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk 
menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul 
dalam tindak pidana penadahan adalah menjual untuk 
mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak 
pidana pencurian. 
Dari penjelasan Pasal 480 KUHP  tersebut dapat diketahui 
bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, 
sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah 
unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 
                                                             
          
13
 R. Soesilo, op.cit., hlm. 314. 
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1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 
tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada 
peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum 
orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang 
yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak 
perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang 
menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”. 14 
2. Unsur- unsur Tindak Pidana Penadahan 
Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan 
kejahatan penadahan,  rumusan penadahan yang pertama 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
a. Unsur-unsur objektif :  
1. Perbuatan kelompok 1, yakni  
a) Membeli (kopen), 
b) Menukar (inruilen), 
c)  Menerima gadai (in pand nemen), 
d) Menerima sebagai hadiah(als geschenk aannemen), atau  
2. Kelompok dua untuk menarik keuntungan(uit winstbejag) :  
a) Menjual(verkopen);  
b) Menyewakan(verhuren); 
c) Menukar(inruilen); 
                                                             
          14http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalah-pembuktian-
tindak-pidana-penadahan diakses tanggal 18 Februari 2015 pukul 23.15 ). 
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d) Menggadaikan(in pand geven);  
e) Mengangkut(vervoeren);  
f) Menyimpan(bewaren); 
g) Menyembunyikan (verbergen). 
Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan. 
b. Unsur-unsur subjektif :  
1) Yang diketahuinya (waarvan hij weet), 
2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh 
dari kejahatan (waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden). 
Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti 
memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud 
diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat 
membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan 
mengadili perkara terdakwa : 
- Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah 
diperoleh  karena kejahatan, 
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 
melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 
seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau 
menerima sebagai hadiah atau pemberian, 
- Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk 
melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, 
seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 
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mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena 
didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau 
setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia 
lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk 
memperoleh keuntungan. 
3. Penggolongan Tindak Pidana Penadahan 
a) Tindak Pidana Penadahan sebagai Tindak Pidana 
Pemudahan 
Menurut Code Penal Prancis, yakni sesuai dengan 
kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai 
negara di Eropa yang berlaku pada abad 18, perbuatan 
menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan 
tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri 
atau sebagai suatu jelfstandig misdrijft, melainkan suatu 
perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai 
suatu medeplichtigheid dalam suatu kejahatan, yakni dengan 
perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda 
yang diperoleh karena kejahatan.  
Para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana 
ternyata telah meninggalkan paham seperti itu, dan menurut 
Prof. Simons, mereka itu dengan tepat telah mengatur tindak 
25 
 
pidana penadahan dalam bab XXX dari buku 2 KUHP 
sebagai tindak pidana pemudahan.15 
Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana 
penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena 
perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk 
melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak 
akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia 
menerima hasil kejahatan tersebut. Akan tetapi, Simons pun 
mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di 
dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana 
pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan 
menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh 
keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah 
dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain 
melakukan kejahatan. 16 
Badan pembinaan hukum nasional departemen 
hukum dan ham RI dalam bab XXXI dari usul rancangannya 
mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata telah 
bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan 
kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang 
disebutnya sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar 
                                                             
          
15
 Simons, Leerboek II, hlm. 172. 
          
16
 Lamintang, op. cit., 2009, hlm. 362. 
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bahasa Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa 
yang sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat. 
b) Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok. 
Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 
ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut : 
(a) Karena bersalah tekah melakukan penadahan, yakni 
barang-barang siapa membeli, menyewa, menukar, 
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan 
harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia 
ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa 
benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. 
(b) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu 
benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia 
duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena 
kejahatan dan dipidana dengan pidana selama-lamnya 
empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-
tingginya sembilan ratus rupiah.17 
 
                                                             
          
17
 Ibid.,hlm. 363. 
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c) Tindak Pidana Penadahan yang Dilakukan Sebagai 
Kebiasaan. 
Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai 
kebiasaan ataupun yang didalam doktrin sering disebut 
sebagai gewoonteheling oleh pembentuk undang-undang 
telah diatur dalam Pasal 480 KUHP : 
(1) Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan 
dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, 
menyimpan atau menyembunyikan benda-benda yang 
diperoleh karena kejahatan, pidana dengan penjara 
selama-lamanya tujuh (7) tahun. 
(2) Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti 
yang diatur dalam Pasal 35 No. 1-4 dan dapat dicabut 
pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam 
pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.  
Jika orang membandingkan perbuatan-perbuatan 
yang dilarang didalam rumusan tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dengan perbuatan-
perbuatan yang terlarang dalam rumusan tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, segera dapat 
diketahui bahwa diantarnya keduanya tidak dapat terdapat 
perbedaan sama sekali, tetapi jika kemudian orang melihat 
pada pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana 
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penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) 
KUHP dan bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP, maka 
segera juga dapat diketahui bahwa pidana yang diancamkan 
bagi pelaku tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud 
dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.  
Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 
480 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:  
1. Unsur subjektif: dengan sengaja. 
2. Unsur- unsur objektif       
a. Barang siapa, 
b. Membuat sebagai kebiasaan,  
c. Membeli, 
d. Menukar, 
e. Menerima gadai,  
f. Menyimpan,  
g. Menyembunyikan,  
h. Benda-benda yang diperoleh karena kejahatan.18 
d) Tindak Pidana Penadahan Ringan. 
Tindak pidana penadahan ringan itu oleh pembentuk 
uu telah diatur dalam Pasal 482 KUHP yang rumusan dalam 
bahasa Indonesia yangmenegaskan sebagai berikut:19 
                                                             
          
18
 Ibid., hlm. 388. 
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Perbuatan – perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 480 itu 
dipidana sebagai penadahan ringan dengan pidana penjara selam-
lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 
sembilan ratus rupiah, jika kejahatan karena kejahatan tersebut 
benda itu diperoleh merupakan salah satu kejahatan dari kejahatan-
kejahatan yang diaur dalam Pasal 362,372 dan Pasal 379.  
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 
          Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu 
saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan 
hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang 
diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-
wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil 
harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang 
masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan 
mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
          Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara 
ringkas menganai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-
penentuan kesalahan terdakwa”. 
          Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
                                                                                                                                                                       
          
19
 Ibid., hlm. 397. 
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          Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang 
menyatakan bahwa :20 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya. 
 
          Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 
52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern 
departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal 
berikut:21 
 Kesalahan pembuat tindak pidana;  
 Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
 Cara melakukan tindak pidana;  
 Sikap batin pembuat tindak pidana;  
 Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;  
 Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
 Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
 Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
 Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, 
dan;  
 Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.  
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau 
ringannya pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. 
 
                                                             
          
20
 Lilik Mulyadi, 2007. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti. hlm. 193-194. 
          
21 Bambang Waluyo, 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta:Sinar Grafika. 
hlm. 91. 
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1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumen 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada 
pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur 
dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi 
dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ 
dictum putusan hakim. 
Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni: 
Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan 
yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis 
yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa 
penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar 
belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan 
agama terdakwa. 
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Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak.  
Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur  delik yang 
didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang 
dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, 
KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan 
pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), 
residiveatau recidivisatau pengulangan (titel 6 buku I KUHP), dan 
gabungan atausamenloop (pasal 65 dan 66 KUHP), dan faktor-
faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum 
pernah dihukum, tidak berbelit-belit dalam memberikan informasi, 
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baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap 
pengadilan. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
UU Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan 
ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan 
penggali nilai- nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. 
Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup alam masyarakat, di 
kalangan praktisi hukum, terdapat kecendrungan untuk senantiasa 
melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum 
belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan 
sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan 
normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama seklai 
dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), 
seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara 
yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan 
dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor- faktor yang 
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harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam 
mejatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat, 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa, 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban, 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan, 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang 
dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu 
hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus 
berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh 
masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang 
setimpal dan adil”.  
Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus 
memperhatikan, antara lain: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan). 
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b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana tersebut. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah 
berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali 
ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun 
seorang yang telah berusia tinggi. 
e. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara tersebut. 
Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim 
dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan 
mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai a tool of social 
engineering yaitu : 
1. Fungsi rekayasa sosial (social engineering) dari hakim maupun 
putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat 
totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk 
menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian 
terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial  
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam 
masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika 
pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. 
Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak 
dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatis 
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melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu 
objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi 
sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi. 
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak 
pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan 
Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. 
Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran 
peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap 
tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.  
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi 
pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran 
undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan 
sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum. 
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat 
pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, 
maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya 
pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah 
yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum 
kebijaksanaan.22 
 
 
 
                                                             
          
22
 Achmad Ali, 2008. Menguak Tabir Hukum, Galia Indonesia, Jakarta, hlm.158.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka menyusun skripsi ini 
dan guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis mengadakan 
penelitian di tempat yang berhubungan langsung dengan permasalahan 
yang diangkat yaitu di Pengadilan Negeri Bulukumba. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, 
dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak yang terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa  buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan penulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel 
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serta sumber bacaannya lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. Data primer dan Data sekunder yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara dengan pihak yang terkait untuk 
mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan 
langsung dengan penelitian ini 
D. Teknik Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitianmenggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, 
yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan 
perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang 
utuh, sepanjang hal itu sebagai sesuatu yang  nyata. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk) 
Suatu delik atau tindak pidana dapat menimbulkan kerugian 
bagi korbannya yang mana selalu ada sebab yang melahirkan 
suatu akibat (kausalitas/cause and effect). Pada penjelasan dengan 
menggunakan logika deduktif, tindak pidana dapat terjadi apabila 
terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada 
timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut, yaitu 
sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas 
perbuatannya. 
Bagi para pelaku tindak pidana penadahan, penyebab 
dilakukannya tindak pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk 
memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau 
orang lain dengan jalan melakukan “pertolongan jahat”, akan tetapi, 
maksud “pertolongan jahat” ini bukan berarti “membantu melakukan 
kejahatan” (medeplichtigheid) seperti dimaksud Pasal 55 KUHP.  
Penadahan digolongkan sebagai salah satu pemicu orang-
orang untuk melakukan kejahatan. Karena dapat dikatakan bahwa 
kebanyakan dari hasil barang-barang curian justru untuk dijual 
kembali agar memperoleh keuntungan berupa uang, barang, 
dll.sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.  
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Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan ini, maka 
penulis menguraikan dalam deskripsi sebagai berikut : 
1. Identitas Terdakwa 
Nama lengkap : Zainuddin bin Samading 
Tempat lahir  : Salabundang 
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1970 
Jenis kelamin : Laki- laki 
Kewarganegaraan : Indonesia 
Tempat Tinggal : Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba 
Agama  : Islam 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Pendidikan              : SD (tidak tamat) 
2. Posisi Kasus 
Terdakwa Zainuddin bin Samading, pada hari Senin 
tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA atau 
setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 
2014, bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, 
Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba atau setidak- 
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Bulukumba atau setidak-tidaknya 
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, “membeli, menyewa, menukar, 
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik 
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keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. 
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai 
berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, 
berawal ketika  saksi korban yaitu Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Adi bin H. Arzal Abdullah kehilangan barang berupa sepeda 
motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam N0. 
Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor 
rangka MH BF45SADJ-172580 yang diambil dengan sengaja 
oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding (dilakukan 
penuntutan secara terpisah). Setelah memperoleh motor 
tersebut saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding 
membawanya ke bengkel milik Terdakwa Zainuddin bin 
Samading di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan 
Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Ketika itu Terdakwa bertanya 
dengan mengatakan “dimana lagi kamu curi motor itu?” yang 
dijawab oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding “saya 
curi di Makassar”. Kemudian Terdakwa Zainuddin bin Samading 
menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut 
yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, 
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aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor 
merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 
3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa 
Zainuddin bin Samading sendiri, selanjutnya memberikan uang 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 
Jasmin alias Ciming bin Samarudding sebagai imbalannya. 
Akibat dari perbuatan Terdakwa Zainuddin bin Samading, 
saksi korban Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. Arzal 
Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh 
belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa Terdakwa Zainuddin bin Samading, pada hari 
Senin tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 09.00 WITA atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 
2014, bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, 
Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba atau setidak- 
tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Bulukumba atau setidak- tidaknya 
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Bulukumba, “membeli, menyewa, menukar, 
menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau menarik 
keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau 
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menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau 
sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. 
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan antara lain sebagai 
berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas, berawal ketika  saksi korban yaitu Aldi Fedrizal Abdullah 
alias Adi bin H. Arzal Abdullah kehilangan barang berupa 
sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam 
N0. Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor 
rangka MH BF45SADJ-172580 yang diambil dengan sengaja 
oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding (dilakukan 
penuntutan secara terpisah). Setelah memperoleh motor 
tersebut saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding 
membawanya ke bengkel milik Terdakwa Zainuddin bin 
Samading di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan 
Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Ketika itu Terdakwa bertanya 
dengan mengatakan “dimana lagi kamu curi motor itu?” yang 
dijawab oleh saksi Jasmin alias Ciming bin Samarudding “saya 
curi di Makassar”. Kemudian Terdakwa Zainuddin bin Samading 
menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun Axelo tersebut 
yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, 
aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor 
merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 
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3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa 
Zainuddin bin Samading sendiri, selanjutnya memberikan uang 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi 
Jasmin alias Ciming bin Samarudding sebagai imbalannya. 
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Zainuddin bin 
Samading, saksi korban Aldi Fedrizal Abdullah alias Adi bin H. 
Arzal Abdullah menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- 
(tujuh belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu. 
Perbuatan Terdakwa Zainuddin bin Samading 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 
(1) KUH.Pidana. 
4. Barang Bukti Tindak Pidana Penadahan 
Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dalam persidangan berupa : 
1. 1 (satu) buah aki ; 
2. 1(satu) buah lampu stop belakang ; 
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna 
merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin 
HB31E1614310 yang sebagian alat-alat yang ada pada 
sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih 
dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 
tersebut di atas, yang merupakan alat dari sepeda motor 
Suzuki Shogun Axelo berupa : 
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4. 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan, 
5. 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,  
6. 1 (satu) piringan cakram depan. 
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada 
pokoknya menyatakan sebgai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin bin Samading, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “menukar, sesuatu benda yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh 
dari kejahatan penadahan”, sebagaimana dalam 
dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana. 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 
Zainuddin bin Samading selama 4 (empat) bulan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah aki ; 
- 1 (satu) buah lampu stop belakang ; 
Dikembalikan kepada Saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Aldi bin H. Arzal Abdullah ; 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit 
warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ 
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Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan 
kepada Terdakwa Zainuddin bin Samading ; 
Dimana sebagian alat-alat yang ada pada sepeda 
motor merk Honda Supra Fit warna merah putih 
dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin 
HB31E1614310 tersebut di atas, yang merupakan alat 
dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa : 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan, 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang, 
- 1 (satu) piringan cakram depan. 
Dikembalikan kepada saksi Aldi Fedrizal Abdullah 
alias Aldi bin H. Arzal Abdullah 
4. Menghukum Terdakwa Zainuddin bin Samading 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  (dua ribu 
rupiah); 
6. Amar Putusan 
- Menyatakan terdakwa Zainuddin bin Samading terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah  
melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zainuddin bin 
Samading oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan ; 
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- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan ; 
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; 
- Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah aki ; 
- 1 (satu) buah lampu stop belakang ; 
Dikembalikan kepada Saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Aldi bin H. Arzal Abdullah ; 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit 
warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ 
Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan kepada 
Terdakwa Zainuddin bin Samading ; 
Dan sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor 
merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. 
DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut di 
atas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki 
Shogun Axelo berupa : 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan, 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang, 
- 1 (satu) piringan cakram depan. 
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Dikembalikan kepada saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Aldi bin H. Arzal Abdullah. 
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; 
7. Komentar Penulis 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, bapak Bambang 
Supriyono, S.H. yang menerangkan bahwa putusan tersebut 
dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian hal 
tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk 
menjatuhkan putusan.pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 
480 ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah memeriksa 
segala fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian 
Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan 
meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 480 
ayat (1) KUHP tentang penadahan. Setelah itu Majelis Hakim 
menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk 
menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar. 
Pada perkara ini pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim 
terhadap terdakwa sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut 
Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang 
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meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang dianggap 
saling balance atau proporsional bagi diri terdakwa yang 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
pidana. Lebih lanjut menurut bapak Bambang Supriyono, S.H. 
seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam 
surat dakwaan. 
Meskipun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini 
adalah penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim, 
namun penulis akan mengomentari putusan Nomor 
45/Pid.B/2014/PN.Blk secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah 
perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat pemidanaan atau 
belum. 
Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-
23/R.4.22/Ep.2/02/2014, tertanggal 19 Februari dalam perkara 
ini secara teknis telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP 
(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yaitu telah diberi 
tanggal, ditandatangani, berisi identitas tersangka (nama 
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan), selain 
itu surat dakwaan telah berisi uraian secara cermat, jelas dan 
lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan 
tempat terjadinya tindak pidana tersebut dilakukan. 
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Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat 
dakwaan tunggal namun bersifat alternatif sebab berisikan satu 
jenis tindak pidana saja yang didakwakan kepada terdakwa 
namun apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah 
terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat 
dinyatakan telah terpenuhi.Yaitu melanggar ketentuan Pasal 
480 ayat (1) KUH.Pidana “menukar sesuatu barang, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang 
tersebut diperoleh dari kejahatan.” 
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara 
Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 
45/Pid./B/2014/PN.Blk) 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim 
dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan 
kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim 
harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan 
masyarakat. 
Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan 
dakwaan jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir 
dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat 
subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan 
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pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan 
memberatkan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah : 
a) Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa 
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan 
Pasal 480 ayat (1) KUHP;  
b) Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan 
dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas 
pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan 
mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;  
c) Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan 
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
telah mengakui perbuatannya;  
d) Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi 
yang telah memberikan keterangan di bawah 
sumpah. 
Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Bulukumba 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar 
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar 
pukul 09.00 wita bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa 
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Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, Saksi korban  Aldi 
Fedrizal Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah 
kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki 
Shogun Axelo warna merah hitam No. polisi DD 4249 HP, 
nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka 
MHBF45SADJ-172580; 
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui diambil dengan 
sengaja oleh Saksi Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding 
(dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah 
memperoleh sepeda motor tersebut Saksi Jasmin Alias 
Ciming Bin Samarudding membawanya ke bengkel milik 
Terdakwa Zainuddin Bin Samading di Dusun Possi Tanah, 
Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba. 
- Bahwa ketika itu Terdakwa Zainuddin Bin Samading 
bertanya dengan mengatakan “DIMANA LAGI KAMU CURI 
MOTOR ITU?” yang dijawab oleh Saksi Jasmin Alias 
Ciming Bin Samarudding “SAYA CURI DI MAKASSAR”. 
Kemudian Terdakwa   menukar alat-alat sepeda motor 
Suzuki Shogun tersebut yaitu tabung shockbreaker depan 
dan belakang cakram depan, aki dan lampu stop belakang 
lalu di pasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit 
warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin 
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HB31E1614310 milik terdakwa Zainuddin Bin Samading 
sendiiri, 
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainuddin Bin Samading 
memberikan uang sebesar  Rp. 50.000,- (lima puluh ribu 
rupiah) kepada saksi Jasmin Alias Ciming Bin 
Samarudding sebagai imbalannya.  
Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, 
Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang 
dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan 
dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum 
kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. 
Adapun hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang 
dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidanadalam 
putusan Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk yang didasarkan pada fakta-
fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim 
mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana 
yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain : 
Pertimbangan Yuridis yang diuraikan di atas, menjadi 
pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat 
dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang 
didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwannya. 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut 
Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu 
melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana. 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum 
bersifat alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan 
Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh 
dipersidangan, yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana, 
tentang Penadahan, berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa 
membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima 
hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, 
menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan.”  
  
Menimbang bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas 
bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu bagian dari 
unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara 
keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan 
dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-
23/R.4.22/Epp.2/02/2014, tertanggal 19 Februari 2014, yang 
berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) 
KUH.Pidana yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut : 
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1. Barangsiapa 
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, 
atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, 
menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau 
menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya 
harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
Ad.1. Unsur Barangsiapa 
Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang 
yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan 
hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula  
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. 
Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi 
sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa Zainuddin bin 
Samading yang di muka persidangan menunjukkan sehat 
mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah 
dicocokan dengan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan 
Penuntut Umum ternyata sesuai antara  satu dengan lainnya 
sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in 
persona) yang diajukan ke muka persidangan.  
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan 
Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Zainuddin bin 
Samading adalah orang yang telah melakukan tindak pidana 
Penadahan. 
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Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan 
pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Barangsiapa” telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan 
atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam 
perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
dalam uraian unsur-unsur selanjutnya di bawah ini.  
Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, 
menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, 
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus 
diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas 
bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian dari 
unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara 
keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling 
bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta 
barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim 
mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut; 
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar 
pukul 09.00 wita bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa 
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Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, Saksi korban Aldi 
Fedrizal Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah kehilangan 
barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo 
warna merah hitam No. polisi DD 4249 HP, nomor mesin 
F496-ID-441627, nomor rangka MHBF45SADJ-172580; 
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui diambil dengan 
sengaja oleh Saksi Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding 
(dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah 
memperoleh sepeda motor tersebut Saksi Jasmin Alias 
Ciming Bin Samarudding membawanya ke bengkel milik 
Terdakwa Zainuddin Bin Samading di Dusun Possi Tanah, 
Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba. 
- Bahwa ketika itu Terdakwa Zainuddin Bin Samading 
bertanya dengan mengatakan “dimana lagi kamu curi 
motor itu?” yang dijawab oleh Saksi Jasmin Alias Ciming 
Bin Samarudding “Saya curi di Makassar”. Kemudian 
Terdakwa   menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun 
tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang 
cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu di pasang 
di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih 
nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 
milik terdakwa Zainuddin Bin Samading sendiiri, 
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- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar  
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Jasmin 
Alias Ciming Bin Samarudding sebagai imbalannya. 
Menimbang, bahwa perbuatan Jasmin Alias Ciming Bin 
Samarudding yang mengambil sepeda motor tanpa 
sepengetahuan atau ijin dari Saksi korban Aldi Fedrizal 
Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah, merupakan suatu 
rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan “mengambil sesuatu barang yang merupakan 
kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Saksi Aldi Fedrizal 
Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah, dengan maksud akan 
memiliki dengan melawan hak” dimana rangkaian perbuatan 
tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana 
“pencurian” ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar 
atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang 
dilakukan oleh Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding tersebut, 
merupakan suatu kejahatan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti jika 
Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding tidak memiliki sepeda 
motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No. 
polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor 
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rangka MHBF45SADJ-172580 tersebut yang ternyata milik Aldi 
Fedrizal Abdullah Alias Adi Bin H. Arzal Abdullah, dan terdakwa 
menukar sebagian alat-alat  dari motor Suzuki Shogun tersebut 
dari Jasmin Alias Ciming Bin Samarudding dengan demikian 
maka bagian unsur “menukar sesuatu benda yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan 
meyakinkann menurut hukum ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbngan 
di atas dan oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) 
KUH.Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum dan 
keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana “Penadahan”; 
Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh 
selama persidangan, dari diri terdakwa, Majelis tidak 
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan 
kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus 
dijatuhi pidana. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa 
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh 
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karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa 
tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan 
ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk 
menjamin agar Terdakwa tidak melarikan diri ataupun 
mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar 
Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 
yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ; 
 Hal- hal yang Memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban ; 
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; 
 Hal- hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya 
sehingga memperlancar jalannya persidangan ; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk 
tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
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2. Amar Putusan 
MENGADILI 
- Menyatakan terdakwa Zainuddin bin Samading terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah  
melakukan tindak pidana “PENADAHAN” ; 
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zainuddin bin 
Samading oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 
(empat) bulan ; 
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan 
yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya 
dari pidana yang dijatuhkan ; 
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; 
- Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) buah aki ; 
- 1 (satu) buah lampu stop belakang ; 
Dikembalikan kepada saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Aldi bin H. Arzal Abdullah ; 
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit 
warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ 
Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan kepada 
Terdakwa Zainuddin bin Samading ; 
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Dan sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor 
merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. 
DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut di 
atas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki 
Shogun Axelo berupa : 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan, 
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang, 
- 1 (satu) piringan cakram depan. 
Dikembalikan kepada saksi Aldi Fedrizal Abdullah alias 
Aldi bin H. Arzal Abdullah. 
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
3. Komentar Penulis  
Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah 
dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-
undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan 
masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan 
yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang 
mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. 
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Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan 
mengaitkan keyakinan itu dengan cara alat-alat bukti barang-
barang bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri 
(rechsviding) yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak 
bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala 
hukum. 
Putusan Hakim selayaknya memenuhi rasa keadilan bagi 
semua pihak termasuk bagi korban, pelaku maupun antara 
pelaku-pelaku kejahatan, secara yuridis seberat atau seringan 
apapun pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak 
akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas 
minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam 
pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan 
adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa 
pemidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif 
dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan. 
Terhadap perkara No. 45/Pid.B/2014/PN.Blk Majelis Hakim 
sebelum menjatuhkan pidana melakukan beberapa 
pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun sosiologis 
yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. 
Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting 
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dalam putusan Hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu 
delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan 
sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara 
langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah 
putusan Majelis Hakim. 
Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan 
dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu 
Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan 
yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya 
keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya 
fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah 
tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang 
mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, 
kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak 
langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang 
dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana 
tersebut. 
Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim 
tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya 
dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil 
putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa 
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tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana 
dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak 
pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek 
hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan 
oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya 
dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas 
perbuatanya tersebut 
Dalam perkara Nomor 45/Pid.B/2011/PN.Blk ini, Majelis 
Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana 
“Penadahan”, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum 
perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan 
melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan, 
berbunyi sebagai berikut:“Barang siapa membeli, menyewa, 
menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk 
menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, 
menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan 
sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga 
bahwa diperoleh dari kejahatan.” 
Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut di atas 
bersifat alternative, dengan demikian apabila salah satu bagian 
dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara 
keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi. 
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Jadi, dalam perkara Nomor 45/Pid.B/2011/PN.Blk ini 
Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 480 ayat (1) 
melakukan tindak pidana Penadahan yaitu “menukar sesuatu 
benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa 
diperoleh dari kejahatan.” 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan 
Nomor 45/Pid.B/2014/PN.Blk), diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan ketentuan pidana materiil terhadap tindak pidana 
penadahan dalam putusan perkara nomor 
45/Pid.B/2014/PN.Blk didasarkan pada fakta-fakta hukum 
baik melalui alat-alat bukti seperti keterangan-keterangan 
saksi dan keterangan terdakwa maupun fakta-fakta hukum 
melalui barang-barang bukti. Selain itu, juga didasarkan 
pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan 
jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan dakwaan 
tunggal yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 
480 ayat (1) KUH.Pidana. Jaksa Penuntut Umum menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 
menurut penulis tuntutan yang diberikan jaksa penuntut 
umum sudah tepat karena sudah relevan dengan perbuatan 
dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang 
dilakukannya tersebut. 
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2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara 
pidana penadahan dalam putusan Nomor 
45/Pid.B/2014/PN.Blk telah sesuai karena berdasarkan 
penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, 
dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan- 
pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan 
adanya keyakinan Hakim.  
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini adalah : 
1. Aparat penegak hukum diharapkan jeli dalam menangani tindak 
pidana penadahan, dikarenakan dalam tindak pidana 
penadahan seringkali penadah berkilah bahwa mereka tidak 
tahu bahwa barang tersebut adalah hasil tadahan ataupun 
kejahatan. 
2. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin 
agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya serta 
agar semua perbuatan yang meresahkan mesyarakat dapat 
dikenai hukuman yang tegas (legal certainty). 
3. Masyarakat diharapkan selalu waspada dan curiga, terutama 
terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat 
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jauh dari harga pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi 
dengan surat/nota bukti pembelian. 
4. Pihak keluarga seharusnya menjadi benteng pencegahan 
pertama bagi terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana. 
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